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ABSTRAK 

The United Nation Convention against Corruption (UNCAC) merupakan 

instrument internasional yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang mencakup kriminalisasi yang menjadi pedoman Negara di dunia 

merumuskan bentuk tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak semua negara di 

ASEAN memiliki kesamaan dalam penerapannya. Permasalahan (1) 

Bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Hukum 

Nasional Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC. (2) 

Bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Hukum 

Nasional Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian perbandingan 

hukum. Penelitian dengan membandingkan Hukum Nasional terkait Tindak 

Pidana Korupsi di berbagai negara-negara di ASEAN. Data yang digunakan 

adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data 

sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk perbuatan tindak pidana 

korupsi perdagangan pengaruh secara keseluruhan tidak diatur secara menyeluruh 

oleh Negara-negara di ASEAN. (2) sanksi pidana mati tidak lagi diatur oleh 

Negara-negara di ASEAN terkait tindak pidana korupsi. 

 

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, The United 

Nation Convention against Corruption (UNCAC), ASEAN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masalah korupsi telah menjadi sebuah isu global yang dibahas di dunia 

internasional untuk dapat segara diberantas. Diperlukan keseriusan serta 

kerjasama oleh masyarakat internasional untuk saling membahu dalam 

pencegahannya dan pemberantasannya agar dapat segera mencegah dan 

mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh masalah korupsi yang terjadi. 

Dengan diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Perlawaan terhadap Korupsi tahun 2003 atau yang biasa disebut The United 

Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan kemudian berhasil 

dibentuk lalu ditandanganinya ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan 

suatu bentuk keseriusan dari masyarakat internasional dalam menentang 

korupsi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap 

Korupsi yang kemudian disebut juga dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 

2003 diikuti oleh 140 negara dunia bertempat di Merida, Meksiko, diadakan 

dari tanggal 9-11 Desember 2003. Seterusnya pada tanggal 9 Desember 

ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Berdasarkan resolusi 

No.57/169 secara resmi konvensi ini telah diterima oleh Majelis Umum PBB 

serta berlaku secara efektif pada tanggal 14 Desember 2005 setelah diratifikasi 

lebih kurang oleh 30 negara. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 169  

negara yang meratifikasinya.
1
 

                                                 
1
 Ummi Kalsum, 2008, ‘Skripsi Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation 

Convention Against Corruption (UNCAC), Program Sarjana Universitas Jember, Jember, hlm. 4. 
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Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK) atau The United Nation 

Convention Againts Corruption (UNCAC) di mana telah berlaku secara 

universal, sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi 

secara komprehensif oleh dunia. Ada tiga bentuk strategi UNCAC  yang 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kriminalisasi 

(criminalization), pengembalian aset korupsi (asset recovery), dan kerjasama 

internasional (international cooperation), sengaja dirumuskan untuk 

mengatasi dampak korupsi yang merupakan kejahatan transnasional serta 

membawa implikasi yang jangkauannya sangat luas seperti korupsi dapat 

menghancurkan sendi-sendi demokrasi, menodai hak asasi manusia yang ada, 

mengganggu visi pembangunan berkelanjutan, mengganggu hingga 

meruntuhkan keamanan suatu negara, serta mengurangi kesejahteraan bangsa-

bangsa.
2
 UNCAC memperluas ruang lingkup perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk perbuatan tindak pidana 

korupsi yang dikriminalisasi oleh UNCAC mempunyai dua jenis yaitu ada 

yang bersifat mandotory yang artinya ada kesepakatan dari seluruh peserta 

konvensi untuk dapat mengatur tindakan yang dikriminalisasi tersebut ke 

dalam undang-undang nasionalnya yang kemudian menimbulkan kewajiban 

dari negara pihak (state party). Kemudian ada yang disebut dengan non-

mandotory, dimana bentuk perbuatan tindak pidana korupsi ini bersifat tidak 

wajib atau tidak adanya kesepakatan para pihak yang mengikuti konvensi 

mengatakan bahwa merupakan sebuah kejahatan.
3
 

                                                 
2
 Ibid., hlm.4. 

3
 Marbun. A. N, 2018, ‘Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?, Integritas: Jurnal Anti 

Korupsi, Volume 3, Nomor 5, Maret 2017, hlm. 55. 
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Berikut perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi dalam 

UNCAC yang bersifat mandatory yaitu:
 4

  

1 Penyuapan pejabat publik nasional (bribery of national public officials), 

Pasal 15 UNCAC. 

2 Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi 

internasional publik (bribery of foreign public officials and officials of 

public international organizations), Pasal 16 UNCAC. 

3 Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan dengan cara lain 

oleh seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriate or other 

diversion of property by a public official), Pasal 17 UNCAC. 

4 Penyalahgunaan fungsi (abuse of functions/abuse of power), Pasal 19 

UNCAC. 

Berikut perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi dalam 

UNCAC yang bersifat non-mandatory yaitu:
5
 

1 Memperdagangkan pengaruh (trading in influence), Pasal 18 UNCAC. 

2 Memperkaya secara tidak sah (illict enrichment), Pasal 20 UNCAC. 

3 Penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (embezzlement of property in 

the private sector), Pasal 22 UNCAC. 

                                                 
4
 United Nations Convention Against Corruption 2003   

5
 Ibid 
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4 Penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector), Pasal 21 

UNCAC. 

Meskipun negara-negara di ASEAN sudah meratifikasi UNCAC 

sebagai hukum positif terkait korupsi di negaranya, namun banyak dari 

negara-negara di ASEAN ini tidak menerapkan secara menyeluruh ketentuan-

ketentuan yang dimuat di dalam UNCAC. Salah satunya yang dapat kita lihat 

yaitu terkait mengenai kriminalisasi beberapa perbuatan menjadi tindak pidana 

korupsi.  

Di dalam United Nation Conference on The Law of Treaties between 

States and International Organizations  Pasal 12 menerangkan bahwa dengan 

negara telah menandatangani suatu perjanjian maka negara tersebut sudah 

terikat dengan perjanjian. Oleh sebab itu mengadopsi ketentuan-ketentuan 

hasil dari UNCAC merupakan suatu kewajiban bagi negara-negara yang sudah 

meratifikasinya.
6
 Kemudian dalam hal adanya ketidakseragaman negara-

negara di ASEAN dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 

UNCAC ini menyebabkan perbedaan dari beberapa negara dalam 

merumuskan bentuk tindak pidana korupsi yang tentunya dapat menghambat 

kerjasama untuk melawan korupsi, salah satu contohnya yaitu antara 

Indonesia dan Malaysia memiliki perumusan yang berbeda terkait penyuapan 

di sektor swasta, di Indonesia penyuapan di sektor swasta tidak diatur secara 

jelas di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di 

dalam hukum positif Indonesia yang menjadi subjek tindak pidana pemberi 

                                                 
6
 Rudi Setiawan, 2019, ‘Skripsi Penerapan United Nation Convention Against 

Corruption UNCAC 2003 dan Implementasinya di Indonesia’, Program Sarjana Universitas 

Pattimura, Ambon, hlm. 26. 
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dan penerima suap hanya penyelenggara negara atau pegawai negeri saja, 

sedangkan yang bukan pegawai negeri atau privat sektor hanya dapat menjadi 

pemberi suap. Berbeda dengan negara Malaysia aturannya dapat menjerat 

sektor swasta yaitu baik sebagai subjek tindak pidana korupsi pemberi 

maupun penerima suap, dan telah diatur secara jelas deliknya dalam Akta 694 

Rusuhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia Tahun 2009.
7
  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji 

permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana 

korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di 

ASEAN setelah meratifikasi The United Nation Convention Against 

Corruption (UNCAC) dan bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi 

yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN 

setelah meratifikasi The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC). Skripsi ini penulis beri judul “PENERAPAN THE UNITED 

NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM 

HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA DI ASEAN” 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yang 

akan dibahas secara komprehensif yaitu sebagai berikut: 

                                                 
7
 Vidya Prahassacitta, 2018, ‘Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap 

Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan 

Singapura, Malaysia, Korea Selatan’, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47. Nomor 4 April 

2018, hlm. 5. 
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1. Bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam 

Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah 

meratifikasi The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC)? 

2. Bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 

Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah 

meratifikasi The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas secara komprehensif dari 

permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah 

meratifikasi The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC). 

2. Untuk menganalisis bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah 

meratifikasi The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC). 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya 

penelitian perbandingan hukum. Penelitian dengan membandingkan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di berbagai negara-negara di 

ASEAN. 

2. Sumber Data 

Pada pendekatan hukum yuridis normatif mempunyai karakterisitik 

yang berpusat kepada data sekunder, sehingga data sekunder merupakan 

sumber data utama pada penelitian ini. 

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, dapat berupa laporan, skripsi, 

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
8
  

Kemudian data sekunder ini, dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 

a. Bahan hukum Primer  

1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut 

UU PTPK, Indonesia) 

                                                 
8 H. Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.  
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2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023, 

Indonesia) 

3) Penal Code Malaysia (Malaysia) 

4) Penal Code Singapore 1871 (Singapura) 

5) Penal Code Brunei Darussalam (Brunei Darussalam) 

6) Penal Code Thailand (Thailand) 

7) Penal Code Myanmar (Myanmar) 

8) Penal Code Cambodia (Cambodia) 

9) Penal Code Vietnam (Vietnam) 

10) Penal Code Lao (Lao) 

11) Revisied Penal Code Philipinnes (Filipina) 

12) Prevention of Corruption Act 1960 Chapter 241 (Singapura) 

13) Malaysian Anti Corruption Commision Act 2009 (Act 694) 

(Malaysia) 

14) Law on Anti-Corruption Law 2010 (ACL) (Kamboja)  

15) Law of Brunei Chapter 131 Prevention of Corruption (Brunei 

Darussalam) 
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16)  Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) (Thailand) 

17) Republic Act No, 3019 The Anti-Graft and Corrupt Practices Act 

(Filipina) 

18) The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23, 2013 (Myanmar) 

19) Anti Corruption Law No. 36/2018/QH14 (Vietnam) 

20) The Anti-Corruption Law (Laos) 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup rancangan undang-undang, 

buku-buku/literatur, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana di mana 

merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu memahami serta menganalisis bahan 

hukum primer ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi Ensiklopedia, Kamus Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Merupakan bahan-

bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang berkaitan, 

teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen yaitu dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dikaji. 
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4. Analisis Data 

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang 

diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak 

menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi 

meneliti semua aturan yang berkaitan dengan hal tersebut, menggunakan 

kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan 

perudangan-undangan, setelah itu dilakukanlah perbandingan dengan cara 

menyangkutkan suatu permasalahan yang berdasarkan ketentuan yang telah 

ada.
9
 

                                                 
9 Ibid., hlm. 20. 


